Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 1638/Pdt.G/2024/PA.Pbg

P 13 =< | R}

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
perkara Gugatan Perceraian antara :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama lIslam, Pekerjaan Karyawan swasta,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, dalam hal
ini  memberikan kuasa kepada NAMA ADVOKAT,
Advokat yang berkantor di KABUPATEN
PURBALINGGA berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 02 September 2024, sebagai Penggugat;

Melawan
TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 September 2024
telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 1638/Pdt.G/2024/PA.Phg,
tanggal 04 September 2024;
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1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah
melangsungkan pernikahan pada tanggal 05Agustus 2010, dihadapan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN
PURBALINGGA, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : XXX ;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama
di rumah orang tua Penggugat di Desa Muntang Rt.06 Rw.03, Kecamatan
Kemangkon, Purbalingga sampai sekitar bulan Apriltahun 2024,
sudahmelakukan hubungan badan (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai
seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, usia 13
tahun, anak tersebut ikut bersama Penggugat ;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup
rukun, namun sejak sekitartahun 2020, rumah tangga mulai goyah antara
Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
secara terus menerus yang disebabkan karena :
- Masalah ekonomi, yang mana Tergugat tidak lagi memberi nafkah
tapi malah sering meminta uang pada Penggugat ;
- Tergugat banyak punya hutang dan Penggugat tidak pernah tahu,
jka ada orang yang datang menagih hutang Tergugat selalu
menghindar sehingga Penggugat yang selalu menghadapi ;
- Tergugat sering pergi dan tidak pulang kerumah hingga
berminggu- minggu tanpa pamit kepada Penggugat ;
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada sekitar bulan April 2024, yang
mana Tergugat meminjam sepeda anaknya yang digunakan untuk sekolah
malah dijual tanpa ijin, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi
kerumah orang tuanya di KABUPATEN PURBALINGGA hingga sekarang
tidak kembali lagi, dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat
telah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian, menyebabkan
hidup Penggugat tidak bahagia, dan merasa tidak tenang, oleh karena itu
Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan
Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan
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Agama Purbalingga dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 19 huruff
PP RI No.9 Tahun 1975 jopasal 116 huruffKompilasiHukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Purbalingga memanggil para pihak, memeriksanya

dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mangabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan jatuhnya talak satu bain sughro dari Tergugat TERGUGAT,
kepada Penggugat PENGGUGAT (alm);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat
didampingi oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan sedang
Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai
wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat
tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati
Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan
berhasil damai;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat
dengan Tergugat ada kesepakatan untuk mengakhiri sengketa perkara ini, dan
Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang
terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang
dianggap telah termuat seluruhnya dan menjadi bagian tak terpisahkan dari
penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

seperti tersebut di atas;
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Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara
menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk
bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya,
sementara Tergugat belum mengajukan jawaban, sehingga Tergugat secara
langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak
diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV,
Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan
perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena
perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
1638/Pdt.G/2024/PA.Pbg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang dilangsungkan pada hari
Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul
Awwal 1446 Hijriyah. Oleh kami Awaluddin Nur Imawan, S.Ag. sebagai Ketua
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Majelis, dan Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H. serta Drs. Baridun, S.H. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Heru Wahyono, S.H. sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H. Drs. Baridun, S.H.
Panitera Pengganti,

Heru Wahyono, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Biaya Pemanggilan : Rp 20.000,00

4. PNBP Panggilan Pertama " Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

6. Biaya Materai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 165.000,00
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